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Perihal

Yth.:
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Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Gelombang Il Tahun 2019

1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
2. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.

(Daftar terlampir)

Sehubungan dengan surat kami nomor 02/P.01/01/2019 tanggal 03 Januari 2019

perihal Seleksi Gelombang Il Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019,
bersama ini kami sampaikan daftar nama calon peserta yang lulus seleksi administrasi dan
akan mengikuti Seleksi TPA, yaitu:

1. Pelamar yang telah mendaftar online, mengirimkan kelengkapan dokumen dan sudah
memenuhi syarat (MS) administrasi, yakni:

a.
b.

C.

Minimal Pegawai Negeri Sipil Golongan llla 100 persen selama 1 tahun;
Minimal berlatar pendidikan D4/S1 untuk pelamar S2 selama 2 tahun; dan

Usia maksimal 37 tahun per 1 Agustus 2019 dan/atau kelahiran pada dan setelah
31 Juli 1982, kecuali untuk peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari instansi
pemerintah daerah tertinggal yakni maksimal 42 tahun untuk pelamar program S2;

2. Pelamar yang telah mendaftar online dan telah mengirim kelengkapan dokumen yang
terdiri dari:

a.

f.
g.

Surat usulan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab
kepegawaian;

Formulir beasiswa Pusbindiklatren yang diisi lengkap dan ditandatangani pejabat
yang bertanggung jawab kepegawaian;

Surat Pernyataan Pengembangan SDM yang ditandatangani oleh pejabat yang
bertanggung jawab kepegawaian;

SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir yang dilegalisasi;
ljazah D4/S1 untuk pelamar beasiswa S2;
Transkrip nilai D4/S1 untuk pelamar S2;

Formulir wawancara tertulis.

3. Pelamar yang sudah mendaftar di tahun 2018, sudah mendaftar dan diusulkan kembali
oleh instansinya untuk tahun 2019;




4. Pelamar yang sudah mengikuti seleksi nasional TPA gelombang 1, tetapi belum
memenuhi persyaratan dalam nilai TPA kecuali peserta dari instansi Badan Pusat
Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan serta Kementerian Keuangan, yang tidak menjadi prioritas dari
Pusbindiklatren Bappenas.

TPA akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 mulai jam 08.00
pagi waktu setempat (kecuali Depok akan dilaksanakan dalam 2 lokasi dan 2 sesi, yakni
sesi pagi di 08.00-12.00 dan sesi siang di 13.00-17.00), di tempat—tempat sebagaimana
tertera dalam lampiran. Peserta diwajibkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes
dimulai. Peralatan yang WAJIB dibawa oleh peserta adalah: a. Pensil 2B; b. Peruncing
Pencil; c. Karet Penghapus; d. Kartu Identitas Diri yang masih berlaku; dan e. Papan
Berjalan/Papan Alas Menulis.

Pembiayaan TPA dilaksanakan melalui mekanisme cost sharing. Pusbindiklatren
menanggung biaya tes yaitu: biaya bahan, sewa ruang, pengawas dan penanggung
jawab lokal, sedangkan instansi asal peserta menanggung biaya transportasi (tiket
perjalanan PP) dari dan ke lokasi ujian serta perdiem untuk setiap peserta tes.

Perlu kami sampaikan juga, bahwa Pusbindiklatren Bappenas telah memulai kerja
sama dengan tiga program studi baru S2 Dalam Negeri, yakni (1) Manajemen
Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor; (2) Magister Pengelolaan Sumberdaya
Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya; serta (3) Magister Studi
Kebijakan/Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Peserta yang
hendak mengganti pilihan program studinya menjadi salah satu program studi di atas
dan/atau program studi S2 Dalam Negeri lainnya, dapat melakukan perubahan pilihan
program studi dan mengirimkan formulir perubahan pilihan program studi paling lambat
saat pelaksanaan TOEFL pada tanggal 6 April 2019.

Bagi Peserta yang dinyatakan lulus TPA akan kami panggil untuk mengikuti tes
Bahasa Inggris (ITP — TOEFL) pada tanggal 6 April 2019 *.

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada
pihak terkait atau meneruskannya kepada calon peserta masing—masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima

kasih.
2N PR
Kepalg/Rysat Pembifdan, Pendidikan,
//dan Péjatihan Pérancana
i Guspikas
Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga,;
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.
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Lampiran Surat Nomor : 230/P.01/03/2019
Tanggal : 06 Maret 2019

Kepada Yth. :

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Badan Informasi Geospasial

Badan Kepegawaian Negara

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Badan Narkotika Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
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Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

10 Badan Pengawasan Obat dan Makanan

11 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

12 Kementerian Agama

13 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

14 Kementerian Dalam Negeri

15 Kementerian ESDM

16 Kementerian Hukum dan HAM

17 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

18 Kementerian Kelautan dan Perikanan

19 Kementerian Kesehatan

20 Kementerian Ketenagakerjaan

21 Kementerian Kominfo

22 Kementerian Koordinator Kemaritiman

23 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
24 Kementerian Koordinator Perekonomian

25 Kementerian Koperasi dan UMKM

26 Kementerian Luar Negeri

27 Kementerian Pariwisata

28 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

29 Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi

30 Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

33 Kementerian Perdagangan

34 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas
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Kementerian Perhubungan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Pertanian

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Sekretaris Kabinet
Kementerian Sekretaris Negara
Kementerian Sosial

Kepolisian Republik Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Penyiaran Indonesia

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Iimu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Ombudsman

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Pemerintah Kabupaten Agam
Pemerintah Kabupaten Asmat
Pemerintah Kabupaten Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Pemerintah Kabupaten Bantaeng
Pemerintah Kabupaten Bantul
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Pemerintah Kabupaten Bekasi
Pemerintah Kabupaten Belitung
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
Pemerintah Kabupaten Blitar

Pemerintah Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
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Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Pemerintah Kabupaten Buton Utara
Pemerintah Kabupaten Ciamis

Pemerintah Kabupaten Cilacap
Pemerintah Kabupaten Cirebon
Pemerintah Kabupaten Demak
Pemerintah Kabupaten Enrekang
Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Pemerintah Kabupaten Gowa

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Pemerintah Kabupaten Jayapura
Pemerintah Kabupaten Jepara

Pemerintah Kabupaten Jombang
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Pemerintah Kabupaten Karawang
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Pemerintah Kabupaten Kebumen
Pemerintah Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pemerintah Kabupaten Klaten

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kupang

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



111  Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
112  Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
113  Pemerintah Kabupaten Luwu

114  Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

115 Pemerintah Kabupaten Madiun

116  Pemerintah Kabupaten Magelang

117  Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

118 Pemerintah Kabupaten Malang

119  Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
120 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
121  Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
122  Pemerintah Kabupaten Melawi

123  Pemerintah Kabupaten Mempawah

124  Pemerintah Kabupaten Merangin

125 Pemerintah Kabupaten Mukomuko

126  Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

127  Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
128 Pemerintah Kabupaten Nagekeo

129 Pemerintah Kabupaten Natuna

130 Pemerintah Kabupaten Ngawi

131 Pemerintah Kabupaten Nias Barat

132  Pemerintah Kabupaten Ogan llir

133  Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
134  Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
135 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
136 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
137 Pemerintah Kabupaten Pangandaran

138 Pemerintah Kabupaten Parigi Mountong
139 Pemerintah Kabupaten Pasaman

140 Pemerintah Kabupaten Paser

141  Pemerintah Kabupaten Pasuruan

142  Pemerintah Kabupaten Pati

143  Pemerintah Kabupaten Pekalongan

144  Pemerintah Kabupaten Pemalang

145  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
146  Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
147  Pemerintah Kabupaten Pidie

148 Pemerintah Kabupaten Pohuwato
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Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Pemerintah Kabupaten Pontianak
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Pemerintah Kabupaten Purworejo
Pemerintah Kabupaten Sampang
Pemerintah Kabupaten Sarolangun
Pemerintah Kabupaten Sekada
Pemerintah Kabupaten Semarang
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
Pemerintah Kabupaten Seram Timur
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sikka
Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pemerintah Kabupaten Simeuleu
Pemerintah Kabupaten Sleman
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tangerang
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
Pemerintah Kabupaten Tegal
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Banjarbaru

Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Kota Baubau

Pemerintah Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bima

Pemerintah Kota Bogor



187 Pemerintah Kota Bontang

188 Pemerintah Kota Dumai

189 Pemerintah Kota Gorontalo

190 Pemerintah Kota Jambi

191 Pemerintah Kota Kediri

192  Pemerintah Kota Lubuklinggau
193 Pemerintah Kota Madiun

194  Pemerintah Kota Magelang

195 Pemerintah Kota Malang

196 Pemerintah Kota Medan

197  Pemerintah Kota Metro

198 Pemerintah Kota Mojokerto

199 Pemerintah Kota Padang

200 Pemerintah Kota Padang Panjang
201  Pemerintah Kota Pagar Alam
202  Pemerintah Kota Palopo

203  Pemerintah Kota Parepare

204  Pemerintah Kota Pasuruan

205 Pemerintah Kota Payakumbuh
206  Pemerintah Kota Pontianak

207  Pemerintah Kota Salatiga

208 Pemerintah Kota Sawahlunto
209  Pemerintah Kota Semarang

210 Pemerintah Kota Singkawang
211  Pemerintah Kota Solok

212  Pemerintah Kota Sukabumi

213  Pemerintah Kota Tangerang
214  Pemerintah Kota Tangerang Selatan
215  Pemerintah Kota Tanjungbalai
216  Pemerintah Kota Tanjungpinang
217  Pemerintah Kota Tarakan

218 Pemerintah Kota Tasikmalaya
219  Pemerintah Kota Ternate

220 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
221  Pemerintah Provinsi Aceh

222 Pemerintah Provinsi Bali

223  Pemerintah Provinsi Bengkulu

224  Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



225  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

226  Pemerintah Provinsi Gorontalo

227  Pemerintah Provinsi Jambi

228  Pemerintah Provinsi Jawa Barat

229  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

230  Pemerintah Provinsi Jawa Timur

231  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
232  Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
233  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
234  Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
235  Pemerintah Provinsi Lampung

236  Pemerintah Provinsi Maluku Utara

237  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
238  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
239  Pemerintah Provinsi Papua Barat

240  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

241  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
242  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
243  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
244 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

245  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
246  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

247  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



LOKASI TES TPA

BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2019

NO LOKASI NARA HUBUNG ALAMAT
. Ruang Auditorium Soeria Atmaja,
Ibu Maslakah Murni : o
1 DEPOK A (0812 1016 6808) Fakultgs Ek_onoml dan BISHIS,
Universitas Indonesia
: Ruang Student Centre, Fakultas
Ibu Maslakah Murni . VA )
2 DEPOK B (0812 1016 6808) Ekonomi dan BISI’]IS:, Universitas
Indonesia
BPSDM/Badan Diklat Provinsi
3 JAYAPURA Ba&%klﬁaégegzig)uel Papua, Jalan Kotaraja Dalam No
100, Kotaraja, Jayapura
Ruang Kelas Lantai 4 Magister
llmu Lingkungan, Universitas
4 SEMARANG B"’Egg;fgg;“ggé%r)“o Diponegoro, Jalan Imam Bardijo
SH, Pleburan, Semarang, Kota
Semarang
Ruang Sidang Lantai 3
Ibu Emi Bappeda Provinsi Sumatera
S PADANG (0852 6384 5540) Barat, Jalan Khatib Sulaiman No
1, Padang
Ibu Asih (0811 258 644) | Ruang Seminar Lantai 1, Gedung
6 YOGYAKARTA atau lbu Gayatri MAP UGM Jalan Prof Dr Sardjito,
(0811 2559 944) Sekip Yogyakarta
Ruang Rapat Utama Bappeda
7 SURABAYA* (085')3;2%‘65%3 2 Provinsi Jawa Timur, Jalan
Pahlawan No 102-108, Surabaya
Gedung Aula Pasca Sarjana
Ibu Umy Rahmi Universitas Hasanuddin, Kampus
8 MAKASSAR (0813 4220 9700) Tamalanrea, Jalan Perintis
Kemerdekaan 10, Makassar
Ibu Jeane Rantungs Gedung PWK, Planologi ITB,
9 BANDUNG (0816 4208 069 atau di Lantai 6, Jalan Ganesha No 10,

022 - 2509171)

Bandung




NO LOKASI NARA HUBUNG ALAMAT

Bapak Joni PPS UNSYIAH Gedung A,
10 ACEH (0813 6023 2085 atau di Ruang Seminar, Jalan Tgk Chik
0651 - 7407659) Pantikulu No 5, Banda Aceh

Ibu Nova Wirdalya Program PPS Ruang Doktor,

, Universitas Sriwijaya, Jalan
11 PALEMBANG (0813 6739 7757 atau di .
0711 - 354222) Padang Salasa 524, Bukit Besar

Palembang

Ibu Lidva Rotinsulu Bappeda Provinsi Sulawesi
12 MANADO* y Utara, Jalan 17 Agustus Nomor
(0852 4008 3435) :
73, Manado, Sulawesi Utara

Bapak Ibnu Ruang Praja Il, Lantai 3, Kantor
13 PONTIANAK (0822 5534 0780) Gubernur Kalimantan Barat

*Terkait dengan lokasi ruangan, silahkan menghubungi masing-masing nara hubung untuk
lokasi pastinya. Jika ada perubahan lokasi, akan kami informasikan lebih lanjut.




